GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG

SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai
Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah harus menerapkan
Sistem Manajemen Kinerja PNS dan melakukan pengawasan
terhadap penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS tersebut
pada Instansi Pemerintah masing-masing;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara, maka perlu mengatur pengelolaan
kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Provinsi Gorontalo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Gorontalo;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."”
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6264);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2019 tentang Pembinaan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 864);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2019 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem
Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem
Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM MANAJEMEN
KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

BAB
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Catatan:
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Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan

Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah Provinsi.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS
adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT
adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

10. Jabatan Administrasi merupakan Jabatan yang terdiri dari
Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan
Pelaksana yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

12. Kinerja adalah gambaran pencapaian ASN terhadap
pemenuhan ekspektasi yang tertuang dalam SKP baik sebagai
individu maupun organisasi.

13. Manajemen Kinerja adalah pengelolaan kinerja pegawai dalam
manajemen sumber daya manusia aparatur yang diarahkan
untuk mencapai visi Pemerintah Daerah.

14. Dialog Kinerja adalah dialog yang intens dan berkelanjutan
dalam  proses perencanaan kinerja pegawai untuk
menumbuhkan keterikatan (engagement) antara Pimpinan
dengan Pegawainya, dalam rangka memastikan kinerja setiap
Pegawai berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja
organisasi,.

15. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai
setiap tahun.

16. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi
adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai.

17. Umpan Balik Berkelanjutan adalah tanggapan atau respon
yang diberikan atas kinerja Pegawai.

18. Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai adalah proses dimana

Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan

perilaku kerja Pegawai selama bulanan atau triwulanan dan

menetapkan predikat kinerja periodik Pegawai berdasarkan
kuadran kinerja Pegawai.

»

Catatan:
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19. Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai adalah proses dimana
Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan
perilaku kerja Pegawai selama satu tahun kinerja dan
menetapkan predikat kinerja tahunan Pegawai berdasarkan
kuadran kinerja Pegawai.

20. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau
tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan
sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

21. BerAKHLAK adalah standar perilaku kerja pegawai yang
merupakan perwujudan dari nilai-nilai dasar ASN yang terdiri
atas berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis,
loyal, adaptif dan kolaboratif.

22. Konseling Kinerja adalah proses untuk melakukan identifikasi
dan membantu penyelesaian masalah perilaku kerja yang
dihadapi PNS dalam mencapai target kinerja.

23. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai
dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau
pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.

24. Pimpinan adalah Pejabat Penilai Kinerja, pejabat lain dalam
satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas instansi
pemerintah pemilik  kinerja (outcome/outcome antara/
output/layanan), dan/atau pejabat lain di luar instansi
pemerintah dimana pegawai mendapat penugasan khusus.

25. Unit Kerja adalah satuan organisasi dalam Instansi
Pemerintah yang dipimpin oleh pejabat administrasi, pejabat
pimpinan tinggi, atau yang setara.

26. Sistem Informasi Kinerja Pegawai yang selanjutnya disebut e-
Kinerja BKN adalah sebuah aplikasi umum yang dibangun
oleh Badan Kepegawaian Negara yang memuat alur proses
dan format pengelolaan kinerja pegawai.

Pasal 2
Pengelolaan kinerja Pegawai dilaksanakan untuk pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi melalui:
a. peningkatan kualitas dan kapasitas Pegawai;
b. penguatan peran Pimpinan; dan
c. penguatan kolaborasi antara Pimpinan dengan Pegawai, antar-
Pegawai, dan antara Pegawai dengan pemangku kepentingan
lainnya.

Pasal 3
Pengelolaan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
berorientasi pada:
a. pengembangan kinerja Pegawai;
pemenuhan Ekspektasi Pimpinan;
dialog kinerja yang intens antara Pimpinan dan Pegawai;
pencapaian kinerja organisasi; dan
hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai.
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Catatan:
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Pasal 4
Pengelolaan kinerja Pegawai ditujukan bagi:
a. PNS; dan
b. PPPK.

Pasal 5

Ruang lingkup Pengelolaan kinerja Pegawai ini terdiri atas:

a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi
ekspektasi;

b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai yang
meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik
berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pegawai;

c. penilaian kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja
Pegawai;

d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang meliputi
pemberian penghargaan dan sanksi;

e. sistem informasi kinerja Pegawai;dan

f. pengawasan.

Pasal 6
Setiap perangkat daerah harus menerapkan pengelolaan kinerja
Pegawai.

BAB 11

PERENCANAAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 7

(1) Perencanaan  kinerja  terdiri atas penyusunan dan
penetapan SKP dengan memperhatikan perilaku kerja.

(2) Proses penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan memperhatikan:

perencanaan strategis Instansi Pemerintah;

perjanjian kinerja;

organisasi dan tata kerja;

uraian jabatan;dan/atau

SKP atasan langsung.

(3) Pimpinan dan Pegawai melakukan dialog kinerja untuk
penetapan dan klarifikasi Ekspektasi.

(4) Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan proses untuk menentukan:

a. rencana kinerja yang terdiri atas:
1. rencana  hasil kerja Pegawai beserta ukuran

keberhasilan/indikator kinerja individu dan target; dan

2. perilaku kerja Pegawai yang diharapkan.

b. sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja
Pegawai;

c. skema pertanggungjawaban kinerja Pegawai; dan

d. konsekuensi atas pencapaian kinerja Pegawai.

(5) Penetapan dan klarifikasi ekspektasi untuk penyusunan SKP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sejak
penyusunan rancangan perjanjian kinerja unit kerja.

(6) Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen SKP.

© oo

Catatan:
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Pasal 8

(1) Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan dengan
mengacu pada:

perencanaan strategis;

perjanjian kinerja unit kerja;

organisasi dan tata kerja;

rencana kinerja Pimpinan;

kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan Pegawai; dan

prioritas dalam rangka pencapaian kinerja organisasi/unit

kerja/Pimpinan.

(2) Selain mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), penetapan dan klarifikasi Ekspektasi bagi PPPK
mengacu pada dokumen perjanjian kerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

-0 a0 o

Pasal 9

(1) Rencana hasil kerja Pegawai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 1 merupakan outcome,
outcome antara, output, dan/atau layanan yang akan dihasilkan
Pegawai.

(2) Ukuran keberhasilan/indikator kinerja individu dan target atas
rencana hasil kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi aspek:

a. kuantitas;
b. kualitas; dan/atau
c. waktu atau kecepatan penyelesaian hasil kerja.

(3) Ukuran keberhasilan/indikator kinerja individu dan target atas
rencana hasil kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dinyatakan dengan pendekatan kualitatif atau

kuantitatif.
Pasal 10
(1) Perilaku kerja Pegawai yang diharapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 2 meliputi
aspek:

a. orientasi pelayanan;
b. komitmen;

c. inisiatif kerja;

d. kerja sama; dan

e. kepemimpinan.

(2) Perilaku kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diwujudkan dalam nilai dasar aparatur sipil Negara yang
menjadi standar perilaku kerja Pegawai BerAKHLAK.

(3) Selain perilaku kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pimpinan dapat menetapkan Ekspektasi khusus atas
perilaku kerja Pegawai didasarkan pada nilai dasar aparatur
sipil negara.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."”
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Pasal 11

(1) Sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja
Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b
paling sedikit meliputi dukungan:

sumber daya manusia;

anggaran;

peralatan kerja;

pendampingan Pimpinan; dan/atau

. sarana dan prasarana.

(2) Dalam hal sumber daya yang dibutuhkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan atau
mencapai kesepakatan namun tidak terealisasi, Pimpinan dapat
melakukan penyesuaian Ekspektasi.

® a0 o

Pasal 12
Skema pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (3) huruf c terdiri atas:
a. jadwal pelaporan perkembangan setiap rencana kinerja
Pegawai; dan
b. bukti kinerja yang diharapkan.

Pasal 13
Konsekuensi dalam pencapaian kinerja Pegawai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dapat berupa kesepakatan
mengenai:
a. konsekuensi positif dalam hal capaian kinerja Pegawai memenuhi
ekspektasi pimpinan; dan
b. konsekuensi negatif dalam hal capaian kinerja Pegawai tidak
memenuhi ekspektasi pimpinan.

Pasal 14

(1) Setiap ASN wajib menyusun SKP berdasarkan Perjanjian Kinerja
di awal tahun dan/atau awal masa jabatan.

(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih
tugas, maka SKP awal ditutup dan disesuaikan dengan SKP
pada jabatan baru.

(3) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ()
ditetapkan paling lambat akhir bulan Januari atau 10 hari kerja
sejak pegawai diangkat pada jabatan baru.

(4) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan
sesuai hasil Umpan Balik Berkelanjutan dan penugasan di
tahun berjalan kepada Pegawai.

(5) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2)dan ayat (3)
ditandatangani oleh Pegawai dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai
Kinerja.

Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kinerja Pegawai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
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BAB III
PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN PEMBINAAN
KINERJA PEGAWAI

Pasal 16

(1) Pegawai melaksanakan rencana kinerja setelah penetapan dan
klarifikasi Ekspektasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2).

(2) Pelaksanaan rencana kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didokumentasikan secara periodik.

(3) Periode pendokumentasian kinerja Pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:

harian;

mingguan;

bulanan;

triwulanan;

semesteran; dan/atau

tahunan.

oo o

Pasal 17

(1) Terhadap pelaksanaan rencana kinerja Pegawai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, Pimpinan wajib melakukan
pemantauan kinerja dalam bentuk pengamatan dan pemberian
umpan balik berkelanjutan.

(2) Umpan balik berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan secara:
a. langsung; dan/atau
b. tidak langsung.

(3) Seluruh Umpan Balik Berkelanjutan yang diterima Pegawai
secara langsung dan/atau tidak langsung dituangkan dalam
rekaman informasi umpan balik berkelanjutan.

Pasal 18

(1) Pemberian Umpan Balik Berkelanjutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan.

(2) Selain dilakukan oleh Pimpinan, pemberian Umpan Balik
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh:

a. rekan kerja setingkat;
b. Pegawai di bawahnya; atau
c. pihak lain yang berhubungan dengan kinerja Pegawai.

Pasal 19

(1) Umpan balik berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat (1) terdiri atas:
a. umpan balik berkala; dan
b. umpan balik yang bersifat insidentil.

(2) Pimpinan  wajib memberikan  umpan = balik  berkala
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kesepakatan
dengan Pegawai.

(3) Selain umpan balik berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pimpinan dapat memberikan umpan balik yang bersifat
insidentil.

(4) Rekan kerja setingkat, Pegawai di bawahnya, atau pihak lain
yang berhubungan dengan kinerja Pegawai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 dapat memberikan umpan balik
berkala atau umpan balik yang bersifat insidentil.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."”
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Pasal 20

(1) Berdasarkan hasil Umpan Balik Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pimpinan dapat
mengetahui Pegawai yang:

a. menunjukkan kemajuan kinerja; atau
b. tidak menunjukkan kemajuan kinerja.

(2) Dalam hal pegawai menunjukkan kemajuan kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pimpinan dapat
memberikan:

a. apresiasi; dan/atau
b. penugasan baru.

(3) Dalam hal pegawai tidak menunjukkan kemajuan kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pimpinan dapat:
a. melakukan penyesuaian Ekspektasi;

b. melakukan  penyesuaian dukungan sumber daya;
dan/atau
c. melakukan atau mengusulkan pembinaan kinerja.

(4) Penyesuaian Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dilakukan sesuai proses penetapan dan klarifikasi
Ekspektasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

(5) Penyesuaian dukungan sumber daya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai proses penetapan dan
klarifikasi Ekspektasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dan Pasal 8.

(6) Dalam hal telah dilakukan tindak lanjut sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan Pegawai tetap tidak
menunjukkan kemajuan kinerja, Pimpinan dapat mengambil
alih rencana hasil kerja Pegawai.

(7) Terhadap rencana hasil kerja Pegawai yang diambil alih
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pimpinan memberikan
catatan bahwa Pegawai yang bersangkutan tidak dapat
menyelesaikan rencana hasil kerja.

(8) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan
sebagai dasar pertimbangan evaluasi kinerja Pegawai oleh
Pejabat Penilai Kinerja.

Pasal 21
Pembinaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)
huruf c terdiri atas:
a. bimbingan kinerja; dan/atau
b. konseling kinerja.

Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pemantauan, dan
pembinaan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 sampai dengan Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
Pasal 23
(1) Dalam rangka penilaian kinerja Pegawai, Pejabat Penilai
kinerja melakukan evaluasi kinerja Pegawai.
(2) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap:
a. hasil kerja; dan
b. perilaku kerja Pegawai.
(3) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. evaluasi kinerja periodik Pegawai; dan
b. evaluasi kinerja tahunan Pegawai.

Catatan:
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Pasal 24

(1) Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dilakukan melalui tahapan
sebagai berikut:

a. menetapkan capaian kinerja organisasi periodik;

b. menetapkan pola distribusi predikat kinerja periodik Pegawai
berdasarkan capaian kinerja organisasi periodik; dan

c. menetapkan predikat kinerja periodik Pegawai dengan
mempertimbangkan kontribusi kinerja Pegawai terhadap
kinerja organisasi.

(2) Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilaksanakan:

a. bulanan; atau
b. triwulanan.

(3) Penetapan capaian kinerja organisasi periodik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai kinerja organisasi.

(4) Hasil Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen
Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai.

(5) Pejabat  Penilai  Kinerja dapat memberikan catatan
dan/atau rekomendasi atas predikat kinerja periodik Pegawai
pada dokumen Evaluasi Kinerja Periodik pegawai untuk
perbaikan pada periode berikutnya.

Pasal 25
(1) Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahapan
sebagai berikut:

a. menetapkan capaian kinerja tahunan organisasi.

b. menetapkan pola distribusi predikat kinerja tahunan
Pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi
tahunan; dan

c. menetapkan predikat kinerja tahunan Pegawai dengan
mempertimbangkan kontribusi kinerja Pegawai terhadap
kinerja organisasi.

(2) Penetapan capaian kinerja organisasi tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang

mengatur tentang kinerja organisasi.

(3) Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf c¢ dituangkan dalam dokumen
Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai.

(4) Pejabat Penilai Kinerja dapat memberikan catatan, keterangan,
dan/atau rekomendasi atas predikat kinerja tahunan Pegawai
dokumen Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai untuk perbaikan
pada tahun kinerja berikutnya.

Catatan:
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Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja Pegawai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
TINDAK LANJUT EVALUASI KINERJA PEGAWAI

Pasal 27
Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
pelaporan kinerja Pegawai,
keberatan;
pemeringkatan kinerja Pegawai;
penghargaan; dan
sanksi.

P o

Pasal 28

(1) Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf
a dilakukan secara berjenjang oleh Pejabat Penilai Kinerja
kepada PyB atau Pimpinan unit kerja yang membidangi
kepegawaian.

(2) Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam bentuk dokumen evaluasi kinerja Pegawai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 yang
dilampiri dengan:

a. SKP; dan
b. hasil evaluasi kinerja Pegawai.

Pasal 29
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat
diajukan oleh Pegawai disertai alasan keberatan atas hasil
evaluasi kinerja Pegawai kepada atasan dari Pejabat Penilai Kinerja.

Pasal 30
Pemeringkatan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 huruf c dilakukan melalui proses penetapan predikat kinerja
Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

Pasal 31

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf
d dapat berupa:

a. prioritas untuk diikutsertakan dalam program
kelompok rencana suksesi; dan
b. prioritas untuk pengembangan kompetensi.

(2) Pemberian  penghargaan atas hasil evaluasi kinerja
Pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK
dapat memberikan penghargaan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 32
Dokumen evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan
penghasilan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."”

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini




~12 ~

Pasal 33
(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dapat
diberikan  kepada  Pegawai berdasarkan  hasil evaluasi
kinerja Pegawai.
(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 34
Rincian pelaporan kinerja Pegawai dan keberatan Pegawai atas hasil
evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan
Pasal 29 mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
SISTEM INFORMASI KINERJA PEGAWAI

Pasal 35

(1) Pengelolaan kinerja Pegawai dilaksanakan melalui aplikasi
kinerja Pegawai.

(2) Aplikasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat alur proses dan format pengelolaan kinerja Pegawai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(3) Aplikasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud adalah aplikasi
generik yang dikelola dan disiapkan oleh Badan Kepegawaian
Negara.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 36
(1) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap
penerapan pengelolaan kinerja Pegawai pada Perangkat Daerah
masing-masing.
(2) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penerapan
pengelolaan kinerja Pegawai pada Pemerintah Daerah.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 September 2023

. Ditandatangani secara elektronik oleh :
e E PENJABAT GUBERNUR GORONTALO

Diundangkan di Gorontalo @itz

pada tanggal 15 September 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

- Ditandatangani secara elektronik oleh :
;R E PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

yang diterbitkan oleh BSrE.

A

yang diterbitkan oleh BSTE

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 44
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